
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELqNJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunal Sarana

dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun

2019 tentang Pedoman Pelaksaraan Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan serta Surat Direktorat Jendral

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia Nomor S/34lPKl2019 tanggal 21 Januari 2019

perihal DAU Tambahan, maka guna kelancaran pelaksanaan

kedua kegiatan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun

Angga.ran 2019;

bahwa guna kepentingal sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dipaldang perlu menetapkar Peraturan Bupati tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

b.



Mengingat :1- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daeral Kabupaten Dalam Lingkungar Propinsi Jawa

Timur (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukal Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan I€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (L€mbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03

Nomor 47, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaal Negara (kmbaran Nega-ra Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor

aa38);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan lfmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara
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8.

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, teralhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonensia Tahun

2015 Nomor 58, Tembahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintal Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan layarlan Umum (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502|

sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan l,ayanan Umum (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Telrur\ 2Ol2

Nomor 5 Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272)j

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telal diubah dengan

Peraturan Pemerinta.h Nornor 47 Ta-hun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan I€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberial Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan darl Bela:rja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam

Neged Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Da,ri Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Angga,ran 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 7O1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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18.

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8,

Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4O);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor l0 Tahun 2Ol8
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 10);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 6l Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2O18 Nomor 61), sebagairnarra telah beberapa kali diubah,
teral<hir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 6l Tahun 2O18 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun AnggaJan 2019 (Berita

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor t l);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2019 Nomor I 1);

19.

20.

21.

MEMUTUSIGN:

MENCtApKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2Ol8
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Bupati
Magetan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan

Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2O18 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1l) diuban sebagai trerikut :

1. Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran pada sisi Belanja

Langsung, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah

Rp. 1.871.OO5.998.s75,36

Rp. 0.o0

Jur ah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.871.005.998.575,36

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah

Rp. 1.933.034. 133.622,60

Rp. 0.oo

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Defisit setelah Perubahan

Rp. 1.933.034.133.622.60

Rp. (62 .028.135.047 ,24)

15.903.958.000,OO

0,00

Rp. 77 .932.@3.047,24

o.00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 77 .932.093 .O47 ,24

Rp.

Rp.

Rp.

JumlahPengeluaransetelahPerubahan Rp. 15.903.958.000,00

Juml.Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 62.028. 135.042.24

Sisa Lebih pembiayaan anggaran- Rp. 0,00

setelah Perubahan

2. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I diubah menjadi sebagaimana

tercantum da]am Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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3.

1.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dirinci Iebih

lanjut dalam t ampiran II, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ll Peraturan Bupati ini.
Pelaksanaan Penjabaran Anggara-n dan Belanja Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kel]a Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tang8al 3 Mei 2019

BUPATI MAGETAN,

T'ID

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
,I'TD

BAMBANC TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 21
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AERTAMBAH / (BER(URANG)

6.2.4
5 .2 .4 .03

6.2.4-03.0t
6 .2 .4 .03 .04

Pembcrlan Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah Kepada f4syarakavKetompok
MaryarakavLembga

Pinjaman Usaha Daerah Bidang perranian

Pinjaman Usaha Daerah 8idang petenakan

PEMAIAYMI{ XETTO

SISA EAIH PEMATAYAAI{ AIIGGARAII TA8UN AERKEITAAII

7.600.000.000,00

3.100.000.000,00

4.500.000.000,00

7.600.000.000,0o

3.100.000.000,00

4.500.000.000,00

.. ... -040.

BUPATI MAGETAN

Ttd.

SUPMWOTO

engan aslinya

na



BUPATI MAGETAN

Ttd.

SUPMWOTO

,401,22rfuk't@


